SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa kedudukan dan susunan perangkat daerah
Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan berdasarkan
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun
2022;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan pada
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu
dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur
sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a;

c. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan
atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun
2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Jawa Barat;

—

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Mengingat

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang
Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),
sebagaimana telah  diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Nomor 13/PER/M.KUKM/X/2016 tentang
Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang
Koperasi dan Ussaha Kecil dan Menengah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1543);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017
tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah
Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota  yang
Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 197), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan
Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);

6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017
tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi
Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang
Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 10);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri 106 Tahun 2017
tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang
Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1604);

8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2018
tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah
Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan
Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 849);

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri D,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 192), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 239);
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10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);

11. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022 tentang
Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2022 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 22
TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

Pasal l

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 22
Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2022 Nomor 22) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 14
Susunan organisasi Dinas Sumber Daya Air, terdiri
atas:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha;
c. Bidang Irigasi;

d. Bidang Sungai, Pantai, dan Pengendalian Banjir;
Bidang Situ, Embung, Waduk, dan Air Baku;

Bidang Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber
Daya Air; dan

=0

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 23

Susunan organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil,
terdiri atas:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha;
c. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi;

d. Bidang Pemberdayaan Koperasi;

e. Bidang Pengembangan Usaha Kecil;
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f. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 35

Susunan organisasi Dinas Perindustrian dan
Perdagangan, terdiri atas:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha;
c. Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri;
d

Bidang Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan
Industri;

®

Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri;
f. Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri;

g. Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 38
Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri
atas:

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha;

c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi
Kepegawaian;

d. Bidang Mutasi dan Promosi;

Bidang Pengembangan Aparatur dan Penilaian
Kompetensi;

f. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan
Penghargaan; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 49

Ketentuan mengenai personil, pembiayaan,
perlengkapan, dan dokumentasi Perangkat Daerah
setelah diberlakukannya Peraturan Gubernur ini,
harus sudah diselesaikan paling lambat pada bulan
Januari 2025.
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6. Ketentuan mengenai bagan struktur Dinas Sumber
Daya Air, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Dinas
Perindustrian @ dan  Perdagangan, dan  Badan
Kepegawaian Daerah dalam Lampiran diubah,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur  ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 Agustus 2024

Pj. GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

BEY TRIADI MACHMUDIN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 6 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd.

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA BIROHUKUM DAN HAK ASAS|I MANUSIA,

LA\ . YOGI GAUTAMA JAELANI, SH., M.T.
. Pembina Utama Muda
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LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASIL
DINAS SUMEER DAYA AIR

KEPALA
|
SEKRETARIAT
SUE EAGIAN TATA
USAHA
[ | 1 ]
BIDANG
BIDANG BIDANG
BIDANG SUNGAL PANTAL DAN SITU, EM BUNG, WADUK, :;?&]i ‘E:‘N s?u.;r;;;;
IRIGASI PENGENDALIAN BANJIR DAN AIR BAKU
DAYA ATR
KE LOMPOK
JAFUNG
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL

HEPALA
|
SEERETARIAT
|
SUE BEAGIAN TATA
USAHA
| I | I
EIDANG EIDANG EIDANG EIDANG
KELE MBAGAAN DAN PEMEBERDAYAAN PENGEMBANGAN UUSAHA PEMEERDAYAAN USAHA
PENGAWASAN KOPERASIT HOPERAST KECIL KECIL
l.____.l_______1______|______I
k
KELOMFOK
JAFUNG
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

HEPALA

SEERETARIAT
|
SUE EAGIAN TATA
TSAHA
BIDANG EIDANG BIDANG BIDANG BIDANG

PEMEANCUNAN SARANA D AN FRASARANA PENGEM BANGAN PENGEM BANGAN PERLINDUNG AN

SUM BER DATA DAN FEMEEEDATARN PERDAGANGAN LUAR PERDAGANGAN HONSUM EN DAN

mmf[-m_‘ DFDTETEL NEGERI DAL AM NEGERI TERTIE NIAGA

HELOM POK
JAFUNG
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

SEERETARIAT

SUE EAGIAN TATA
TsAHA

PEN BIDANG EIDANG
P‘EEIEERHGZ::I;:-:I.&AJ;E DAN BIDANG PENGENBANGAN PEMILATAN HINER.JA
MMUTASI DAN PROMOSI APARATUR DAN APARATUR DAN
PENILAIAN
KE PECAVWALA N HEOMPETENSI PENGHARGAAN

Pj. GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

BEY TRIADI MACHMUDIN
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